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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
Indonesia yang membawa perubahan besar di berbagai bidang menimbulkan dua
dampak bagi masyarakat Indonesia, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Dengan kata lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, di
samping membantu manusia dalam meniti kehidupan yang lebih baik, juga membawa
perubahan terhadap nilai-pilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.
Perubahan-perubahan tersebut dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya
kejahatan yang ada di masyarakat. Salah satu contoh peningkatan kejahatan yang
disebabkan oleh semakin pesatnya kemajuan teknologi sekarang ini adalah maraknya
peredaran psikotropika.

Sebagaimana diketahui bahwa psikotropika dipakai pada apotek, instansi
farmasi, rumah sakit, puskesmas serta dokter. Penggunaan zat ini sangat diperlukan
bagi bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain,
penggunaan tanpa pengawasan dan petunjuk tenaga medis yang berwenang dapat
mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.



Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Psikotropika golongan pertama dilarang di produksi atau digunakan dalam proses
produksi karena mempunyai potensi amat kuat untuk terjadinya ketergantungan.
Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar
atau persyaratan dan hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang
bertanggung jawab di bidang kesehatan'.

Peredaran Psikotropika tanpa izin dan tidak bertanggung jawab sudah
semakin meluas di masyarakat. Hal ini tentunya semakin mengkhawatirkan
mengingat penggunanya adalah generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan
bangsa yang akan datang. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika yang dalam
kenyataanya semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997
adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana

yang diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

! Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 5,6,7,9



1997 seluruhnya merupakan delik tindak pidana psikotropika. Dilihat dari bentuk
perbuatannya tindak pidana psikotropika dikelompokkan sebagai berikut:

Kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika

Kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika

Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor psikotropika

Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika

Kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika

Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi psikotropika
Kejahatan yang menyangkut label dan iklan psikotropika

Kejahatan yang menyangkut transito psikotropika

Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotropika
Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotroika
Kejahatan yang menyangkut pemusnahan psikotropika.

RO ERMe AP o

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh
jajaran aparat Kepolisian hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya
sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak
terukur. Perkembangan kejahatan psikotropika telah menakutkan kehidupan
masyarakat.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1997, memberikan sanksi pidana yaitu di samping dapat dikenakan hukuman badan
juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya kasus tindak pidana
psikotropika justru semakin meningkat di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

? Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Penerbit Djambatan. Jakarta: 2007. halaman 64-66



TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

102 Kasus 128 Kasus 153 Kasus

Sumber data  : Kejaksaan Tinggi sumatera Selatan

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku
kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut norma-norma diluar norma
hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap pengakan hukum
secara konsekuen. Hal lain adalah masalah pengujian terhadap alat bukti berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk melakukan tes uji
terhadap jenis dan golongan psikotropika membutuhkan biaya yang cukup besar. Di
samping itu, eksistensi para penegak hukum masih banyak dinodai oleh tingkah laku
tak terpuji, yakni tawar menawar hukum. Di samping faktor-faktor diatas, tidak kalah
pentingnya masalah peran serta masyarakat sesuai tuntutan undang-undang, yakni
melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika dengan kewajiban
melaporkan bila mengetahui penyalahgunaan psikotropika atau kepemilikan secara
tidak sah’.

Ada empat elemen dasar yang perlu dipahami dalam penegakan hukum

psikotropika di Indonesia yaitu® :

3 a: . . . .
. S:§wantoro sunarso. Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta, Rajawali Pers, 2004. halaman 9.
1bid, halaman 105



1. Substansi hukum yang bersifat simbolis yang terkandung dalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1997, yakni bersifat pencegahan terhadap tindak
pidana, juga bersifat pemberantasan tindak pidana sehingga dibutuhkan peran
serta masyarakat;

2. Peranan penegakan hukum, yakni tentang nilai moral yang baik, keterampilan
yang profesional, dan transparansi;

3. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan serta kewajiban
melaporkan penyalahgunaan dan peredaran psikotropika;

4. Penerapan bagi saknsi pidana pelaku tindak pidana psikotropika dan bagi

masyarakat yang tidak melaporkan tindak pidana psikotropika.

Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya adalah dengan
penerapan sanksi pidana. Perumusan golongan dan jenis psikotopika serta norma-
norma pidana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, berikut
dengan konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, pidana
minimal terhadap pengguna atau pengedar terhadap psikotropika gologan I adalah
sama yaitu 4 (empat) tahun, sesuai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 5 tahun
1997. Namun, pada prakteknya di lapangan terdapat hakim yang memutuskan
hukuman dibawah pidana minimal tersebut terhadap pelaku tindak pidana golongan I
ini. Sebagai contoh, salah satu kasus tindak pidana psikotropika di kota Palembang
dengan nomor perkara : 1304/Pid.B/2006/PN.Palembang, dimana pidana minimal

atas kepemilikan tiga butir pil golongan I menurut undang-undang psikotropika



adalah selama 4 (empat) tahun dan tuntutan jaksa selama 5 (lima) tahun, namun
hakim memberikan putusan selama 3 (tiga) tahun penjara.

Bertitik tolak dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas
masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana psikotropika dengan judul
“PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA

PSIKOTROPIKA”.

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan hakim memutuskan pidana dibawah

minimal empat tahun untuk tindak pidana psikotropika golongan 1?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari putusan
hakim terhadap tindak pidana psikotropika dan mengetahui dasar pertimbangan
hakim terhadap penjatuhan putusan itu. Selain itu, ingin mengetahui apa yang
menyebabkan hakim memutuskan pidana dibawah minimal untuk tindak pidana

psikotropika golongan I, serta penerapan saksi pidana minimal tindak pidana

psikotropika ini.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi perkembangan
ilmu hukum khususnya bidang pidana mengenai penerapan sanksi pidana
terhadap pengguna dan pengedar psikotropika.

2. Manfaat Praktis
Dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengatur batasan
jumlah psikotropika yang digunakan atau diedarkan, disimpan, dimiliki secara
tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku mana yang dapat dikenai

pidana minimal untuk psikotropika golongan I.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang
diajukan mengenai penerapan sanksi pidana minimal dalam tindak pidana
psikotropika.

Pembatasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar
pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam
perumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh,

terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap pennasa]ahan'yéa\x'xlg. ada.
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F. Metode Penelitian

1

Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe
penelitian Hukum Normatif, adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan pertimbangan bahwa
titik tolak penelitian ini adalah terhadap peraturan perundang-undangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian
kepustakaan (library research).

Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut’; Bahan
Hukum Primer, berupa perangkat peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penerapan sanksi pidana tindak pidana psikotropika , yaitu
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Bahan Hukum
Sekunder, yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil
penelitian yang menunjang bahan hukum primer dan juga berkaitan dengan
topik pembahasan dalam skripsi ini. Bahan Hukum Tersier, yang berupa
literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum positif yang

mendukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

s : . ..
Soerjono soekamto dan Sri mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-5. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001. Halaman 13 4 ’ Y



G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang akan dianalisis secara
deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya data tersebut
menjelaskan secara panjang lebar, kemudian data tersebut diolah menjadi suatu data
yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab

permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.
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